
BUPATI TANAH LAUT

PROVINSIKALIMANTANSELATAN

TENTANG

PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

TAHUNANGGARAN2019

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANAHLAUT,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, diperlukan
pengaturan lebih lanjut mengenai Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indone~ia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 200
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambaban
NegaraRepublikIndonesia Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor66, Tambaban Lembaran NegaraRepublikIndonesia
Nomor4400);

tentang
Republik

Lembaran

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambaban
Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintab Pusat dan
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten ang Pajak
Daerab dan Retribusi Daerab (Lembaran Negara republik
Indonesia Tabun 2009 Nomor 130, Tambaban lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubab dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubaban Atas Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor6398);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerab, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia 'rabun 2014
Nomor 182, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali
diubab terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2018 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 29, Tambaban Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor6187);
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara RepubIik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 TAhun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 ten tang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
RepubIik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara RepubIik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonksia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peru ahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara RepubIik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonysia Nomor
5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5515);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5261);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republim Indonesia Nomor 6057);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 61730);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1ahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah dirubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonsia Tahun 2018
Nomor15);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman PengelolaanInvestasi Pemerintah Daerah
(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor754);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor1425);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Tahun 2018 tentang Badan Layanan UmumDaerah (Berita
NegaraRepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor1(213);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor25);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun
2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor5);

MEMUTU S KAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI
PERTANGGUNGJAWABAN

TENTANG PENJABARAN
PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN
2019.

Pasall

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran2019 terdiri atas :
1.Pendapatan
a. Pendapatan AsliDaerah (PAD)
b. Dana Perimbangan
c. Lain-LainPendapatan yang sah
Jumlah Pendapatan

Rp 169.786.229.529,69
Rpl.425. 729.934.305,00
Rp 275.861.226.412,00 (+)
Rpl.871.377.390.246,69
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2. Belanja
a. Belanja Tidak langsung

1) Belanja Pegawai Rp 595.466.647.945,45
2) Belanja Hibah Rp 16.150.537.750,00
3) Belanja Bantuan Sosial Rp 6.914.163.000,00
4) Belanja Bagi Hasil Rp 4.565.993.650,00
5) Belanja Bantuan Keuangan Rp 235.359.152.188,00
6) Belanja Tak Terduga Rp ;;..;12;:..;.=9..::;.8'""-7.:...;:.3:;....;:6;,...:.7.......,0:;:...;0=---r.....(+.......1
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 858.469.481.900,45

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah RealisasiBelanja
Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan:

Rp 15.892.358.275,98
Rp 389.688.728.895,00
Rp 265.871.491.410,50 (+)
Rp 671.452.578.581,48
Rp 1.529.922.060.481,93
Rp 341.455.329.764,76

a. Penerimaan Rp 591.805.608.669,58
b. Pengeluaran RJ2 11.100.000.000200 H

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 580.705.608.669,58
Sisa lebih pembiayaan anggaran
Tahun berkenaan Rp 922.160.938.434,34

Pasal2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasall tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan
realisasi anggaran.

Pasal4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati
ini.

Pasal5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal /0 s~.?ftM1~er ?-O'l1)

Diundangkan di Pelaihari
pa a tanggal I{) s ~\;e( UJ~

H. DAHNIALKIFLI

BERITADAERAHKABUPATENTANAHLAUTTAHUN2020 NOMOR


